BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa hal yang

berhubungan dengan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Kedudukan anak hasil di luar nikah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada pasal 43 ayat 1 yang menyatakan
bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak hasil diluar nikah terdapat
dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan bahwa kedudukan anak kembali
kepada hukum yang lama yaitu KUHPerdata. Dalam Pasal 280 KUHPerdata,
yang mengatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang
anak luar nikah, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau
ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar nikah dan "ayah" (biologisnya)
maupun "ibunya" pada asasnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum
itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa
anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan
atau ibunya, pada asasnya anak itu bukan anak siapa-siapa. la tidak

mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.
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5.2 Saran

1. Bagi warga negara Indonesia sebaiknya melaksanakan pernikahan sesuai
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.

2. Apabila ada anak yang lahir di luar nikah maka sebaiknya segera diurus
berbagai hal yang berhubungan dengan kedudukan anak sehingga anak dapat

menikmati hidupnya selayaknya.
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